ABSTRAK

Peningkatan jumlah Bilateral Investment Treaties (BIT) secara global telah
mendorong pertumbuhan signifikan terhadap jumlah sengketa Investor-State
Dispute Settlement (ISDS), termasuk perkara-perkara terkait ekspropriasi tidak
langsung melalui deprivasi aset. Salah satu isu utama dalam ekspropriasi adalah
penerapan syarat “kepentingan umum” (public purpose), yang sering kali
menimbulkan perdebatan interpretatif di kalangan tribunal arbitrase internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak negara dalam melakukan deprivasi
aset investor asing dengan alasan kepentingan umum serta mengidentifikasi dasar
perbedaan ratio decidendi majelis arbiter dalam dua kasus yang berkaitan, yaitu
LG&E v. Argentina dan CMS v. Argentina. Melalui pendekatan yuridis-normatif
dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, ditemukan bahwa meskipun kedua
kasus memiliki latar belakang faktual yang serupa, perbedaan tafsir terhadap
elemen durasi dan dampak ekonomi dari tindakan negara mengakibatkan keluarnya
putusan yang berbeda. Penelitian ini juga menyoroti pengaruh ideologi hukum
suatu negara terhadap standar penerapan frasa public purpose, yang berimplikasi
pada ketidakpastian hukum bagi investor asing. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat membuka pemikiran-pemikiran juris kedepannya untuk memiliki
kesepahaman yang sama terkait pengertian dari public purpose dalam menimbang
suatu kasus.
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